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Abstract

The In order to realize a prosperous, just and prosperous Indonesian society
that is materially and spiritually evenly distributed based on Pancasila and
the 1945 Constitution, the quality of Indonesian human resources as one of
the national development capital needs to be continuously improved,
including their health status. The development of society is caused by science
and the mindset of an increasingly advanced society. Lately narcotics and
illegal drugs have become transnational in nature, carried out with a high
modus operandi and sophisticated technology, law enforcement officers are
expected to be able to prevent and overcome these crimes in order to
improve the morality and quality of human resources in Indonesia, especially
for the next generation. nation. Writing this journal uses several methods,
namely First Data Sources include Literature Studies, Field Studies. Second,
data collection, namely collecting data from the field using several
techniques including observation techniques. The results of this study
indicate that, the course of the investigation process of drug crime cases and
the success of investigators can clean up someone who actually commits a
drug crime. It is hoped that the Minutes of Investigation which have been
submitted by the Police investigators to the Prosecutor's Office can be
completed immediately according to the procedure and can be submitted to
the Court. The strength of evidence from the evidence as well as the existence
of a criminal laboratory examination (urine test), as well as evidence, is
sufficient to strengthen the judge's conviction.
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Peranan Penyidik dalam Membantu Penyelesaian Tindak
Pidana Narkoba di Polres Pamekasan
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Abstrak
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan

makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia
Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu
ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.
Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan
pola pikir masyarakat yang semakin maju. Akhir-akhir ini kejahatan
narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang
dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih,
aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi
kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber
daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.
Penulisan Jurnal ini menggunakan beberapa metode, ialah Pertama
Sumber Data meliputi Studi Kepustakaan, Studi Lapangan. Kedua
Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan
menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah Teknik observasi. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa, Perjalanannya proses penyidikan
perkara tindak pidana narkoba serta keberhasilan penyidik dapat
membersihkan seseorang benar-benar melakukan tindak pidana narkoba.
Diharapkan berlanjutnya Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan
penyidik Polres kepada ke Kejaksaan dapat segera diselesaikan sesuai
prosedur dan bisa diserahkan ke Pengadilan. Kekuatan pembuktian dari
alat bukti serta adanya pemeriksaan laboratorium kriminal (tes urine) ,
maupun barang bukti , cukup menguatkan keyakinan Hakim.

Kata Kunci : Penyidik, Penyelesaian dan Tindak Pidana Narkoba
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PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana
perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-
kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain,
pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan
kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin
kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu
pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan
di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak
positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan
kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan
menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan
tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan
penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan
terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah
bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi
dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu
mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan
moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi
generasi penerus bangsa.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran
penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ",
dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu
membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana

narkoba.
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Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang
Narkotikal dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika2
didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan,
dengan dikeluarkanya Undang-Undang tersebut, maka penyidik
diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap
seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa
ini.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada
seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait
langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya.
Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum
dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum
dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1997 dan Undang-
Undang No. 22 tahun 1997. Maka peran penyidik bersama masyarakat
sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus

tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini.

METODE

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan Jurnal ini diperlukan data-
data dimana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa
metode, ialah Pertama Sumber Data meliputi Studi Kepustakaan, Studi
Lapangan. Kedua Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari
lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah

Teknik observasi, Teknik wawancara, Teknik Dokumentasi. Data-data

1 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
2 Undang-Undang No. 5 tahun tentang psikotropika
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yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualilatif,? yaitu prosedur
pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang
diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini
dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan
menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat

dilakukan pemecahan masalah.

PEMBAHASAN
A. Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba

Yang Dilakukan oleh Seseorang.

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama
semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung
maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik
secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas
dari bentuk perorangan menuju ke arah kriminalitas menuju kearah
kejahatan terorganisir yang memiliki teknik dan taktik yang canggih.

Sebagai salah satu kejahatan yang teroragnisir maka tindak pidana
narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang farmasi. Dari tanaman-
tanaman pokoknya ganja, kokain dan candu maka oleh kemajuan farmasi
dapat dihasilkan atau diturunkan zat-zat yang mempunyai efek yang
berlipat ganda.

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang amat merugikan
bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh

generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun

3 Kamus lengkap. karangan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah
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rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat

besar bagi negara dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya
tindak pidana narkotika haruslah dapat ditiadakan . Hal ini berarti harus
semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis
tindak pidana narkotika sebagai pelaksana penegakan hukum di
Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang
mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada
umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika digambarkan oleh
Suwanto Sebagai berikut:

1.  Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus
narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.

2. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia
tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia
sehingga dapat dikirim keluar negeri.

3.  Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar
tidak ada hubungan langsung (terputus ) sehingga apabila konsumen
tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula
sebaliknya.

Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap
kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara
terpadu. Setiap kasus narkotika yang terdpat di daerah Kepolisian Resort
atau Kepolisian Wilayah haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah
Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar kepolisian Republik Indonesia,
sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat

diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia,
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dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian
yang ada di daerah-daerah di Indonesia.

Usaha penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat dilakukan
secara preventif juga secara represif. Usaha penanggulangan secara
preventif dari tindak pidana narkotika dilakukan oleh Polres Pamekasan
bekerjasama dengan Bappenkar melalui penyebaran brosur , papan
himbauan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan
narkotika. Sedangkan penanggulangan tindak pidana narkotika secara
represif dilakukan dalam rangka usaha POLRI untuk mengungkapkan
tindak pidana yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana narkotika. Pada penyidikan tindak pidana narkotika maka yang
berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkotika dalam hal
ini unit narkotika. Pembagian tugas semacam in: terdapat di setiap
Kepolisian Daerah di Indonesia . Untuk lebih memperjelas pembagian
tugas maka dapat kita lihat struktur organisasi yang ada di Polres

Yogyakarta dikhususkan pada bagian reserse

Kapolres
[
Kadit Serse
Sesdit Serse
[ I [ |
Kabag Harwas Kabag Kabag Serse Kabag Serse Kabag Serse
PPNS Identitas Narkotika Ekonomi Umum
I |
Kanit Tik Kanit Barang

Psikotropika

Berbahava

Sumber : Kabag Serse Narkotika Polres Pamekasan.
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Di dalam menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana
narkotika yang terjadi, maka Kepala Unit Reserse Narkotika Psikotropika
dibantu oleh 5 orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut
Kepala unit narkotika memiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolres
Pamekasan.

Dari data tersebut dapat diketahui Kepolisian wilayah pamekasan
menangani kasus narkoba secara bertahap hal ini disebabkan daerah
tersebut memiliki kecenderungan yang besar. POLRI dalam menangani
kasus-kasus tindak pidana narkoba bertindaksecara represif justical yaitu
melakukan tindakan penyidikan guna kepentingan peradilan . Tindakan
penyidikan yang dilakukan oleh POLRI merupakan proses awal dari
proses perkara pidana. Penyidikan pada prinsipnya bertujuan untuk
mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu berusaha untuk
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

B. Langkah-Langkah Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Narkoba.

Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang
penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-
sumber informasi dari kasus narkoba meliputi berbagai macam sumber
bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat,biasanya informasi
itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan
petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang
bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila
penyidik tidak melupakan orang yang pemah menjadi tahanan atau
seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pemah

pada masa lampau menangani kasus yang sama kama dengan jalan
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demikian mereka dapat membenkan informasi tentang tempat-tempat

penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Selain sumber-sumber diatas maka Polres Pamekasan dalam
mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba juga menggunakan bekas
pecandu narkoba. Digunakannya bekas pecandu narkoba oleh penyidik
merupakan tindakan yang tepat.hal ini disebabkan para bekas pecandu
narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat membenkan gambaran
tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba. Ada beberapa
motifasi sehingga orang yang pernah ketagihan ini memberikan informasi
atau keterangan kepada penyidik yaitu:

1. Karena faktor uang, yaitu orang yang memberikan keterangan
kepada polisi terdorong karena susah atau karena akan mendapat
hadiah langsung.

2.  Karena didorong oleh rasa aman.

3.  Karena kesadaran dari bekas pecandu narkoba.*

Dari apa yang diutarakan oleh R.Soesilo maka dengan penggunaan
informan oleh penyidik haruslah dilakukan dalam waktu dan kondisi yang
tepat, karena apabila penggunaan informan tidak dilakukan dalam waktu
dan kondisi yang tepat maka akan merusak dan mengganggu upaya
penyidik itu sendiri. Di samping digunakan taktik yang benar dalam
penggunaan informan, dalam kaitannya POLRI sebagai penyidik untuk
melindungi informannya, maka peranan Perundang-undangan yang
menetapkan hak-hak istimewa bagi pemberi informan sangatlah penting.

Di Indonesia perlindungan bagi pelapor dari tindak pidana narkoba

4 Wawancara dengan Kepala Unit Narkoba Polres Pamekasan,tanggal 13 Juni 2022
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diberikan dalam Undang-undang No.9 Tahun 1976 pasal 28 yang
menyebutkan :

Di depan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan

perkara yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama

atau alamat atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat
diketahuinya identitas pelapor.>

Untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari penyidikan
tindak pidana narkoba tersebut dijelaskan berikut ini :

1.  Observasi.

Pengertian observasi yaitu “meninjau atau mengamat-amati suatu
tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa
maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu
laporan”.

Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat
dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan
diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-
langkah berikutnya. Dalam melaksanakan observasi haruslah diperhatikan
hal-hal yang lain atau terdapat perbedaan dari hal-hal biasa yang tidak
diketahui masyarakat umum.

2. Surveillance (pembuntutan)

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba maka
penyelidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya
pada suatu tern pat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara

berpindah, untuk itu diperlukan teknik surveillance.

5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, Op.Cit., hal. 167
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Pengawasan terhadap orang , kenderaan dan tempat atau obyek
yang dilakukan secara rahasia , terus-menerus dan kadang -kadang
bcrselang untuk memperoleh infbrmasi kegiatan dan identifikasi oknum.
Infbrmasi yang diperoleh dalam melakukan pembututan digunakan untuk
mengidentiflkasi sumber, kurir dan penerima narkoba. Operasi
surveillance dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti
agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba.

3. Undercover Agent (Penyusupan Agen )

Operasi penyusupan yang dilakukan penyidik ini merupakan operasi
yang cukup berbahaya. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba
merupakan tindak pidana yang terorganisir. Dengan demikian dalam
melakukan penyusupan, penyidik menghadapai orang-orang dari
organisasi ( sindikat) narkoba yang berbahaya.

Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah
diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu
kejahatan berkomplot, tetapi bukti-bukti yang diperlukan masih kurang.

Dengan adanya informasi-informasi yang didapat melalui teknik-
teknik yang disebut di atas tersebut dapat disusun perencanaan guna
penangkapan pelaku tindak pidana narkoba yaitu dengan cara pembuatan
TKP. Langkah ini merupakan penerapan dari teknik kedua. Dengan
dibuatnya TKP oleh penyidik pada prinsipnya penyidik berkeinginan
untuk membuat suatu tindak pidana narkoba yang diatur dan dikontrol
oleh penyidik dengan cara menentukan lokasi dan teknik tertentu.

Perekayasaan tempat kejadian perkara dalam tindak pidana narkoba
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bertujuan untuk menciptakan suasana tertangkap tangan sehingga pelaku
tidak dapat mungkir dari sidang pengadilan.®

Selain bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mungkir di
Pengadilan, maka ditambahkan oleh Suwanto mengenai tujuan dari
perekayasaan tempat kejadian perkara oleh penyidik :

a.  Untuk memudahkan penangkapan.

b. Tidak mengganggu masyarakat.

c. Tidak membawa korban
4.  Pembelian Terselubung (undercover buy)

Sebelum diadakannya pembelian terselubung (undercover buy)
maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-
perundingan dengan pengedar narkoba untuk memungkinkannya
dilakukan pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian
terselubung ini dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini tergantung kepada
situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak
lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung maka
kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi
terselubung. Dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai
berikut:

a. Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan

tcrhadup gerak-gerik lawan dan memungkinkan dilakukannya
pengamanan terhadap undercover, uang transaksi dan

dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.

6 Wawancara dengan Kepala Unit Narkoba Polres Pamekasan,tanggal 13 Juni 2022
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b.  Lokasi memungkinkan dipergunakannya alat-alat komunikasi
dan deteksi, baik untuk mengawasi lawan maupun untuk
kepentingan komunikasi untuk koordinasi sesama petugas.

c.  Lokasi harus dikuasai sejak dini,sehingga memungkinkannya
dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra
penyelidikan pihak lawan.

Pembelian terselubung ( undercover buy ) ini haruslah dipersiapkan
secara matang , karena operasi ini merupakan operasi yang cukup
berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung.
Kegagalan yang mengakibatkan kematian dari orang terselubung akan
mengusik perasaan dari penyidik dan merupakan kegagalan bagi upaya
Penegakan hukum.

5. Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (Controlled Dellivery)

Penyerahan yang dikendalikan (controlled dellivery) sebagai suatu
metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba dapat
dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/ 03/
VIII/1993 disebutkan :

Penyerahan yang dikendalikan (controlled dellivery) adalah suatu
teknik  khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap
penyelidikan dan terjadi penangguhan penangkapan, penahanan,
pensitaan, barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja
sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (undercover
agent) dibenarkan,narkoba tersebut pada penerimanya, dengan
maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang
terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya”’

Penyerahan yang dikendalikan dapat dilakukan dalam hal penyidik

telah berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti narkoba, akan

7Petunjuk Lapangan No Pol. Juklap/03/VIII/1983, Taktik dan Teknik Penyerahan
Narkoba yang Dikendalikan (Controlled Delivery)
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tetapi masih perlu pengembangan penyidikan lebih lanjut. Dalam
pemeriksaan singkat penyidik berkesimpulan, bahwa tersangka hanya
sekedar pembawa atau kurir atau diharapkan penemuan barang bukti
lebih banyak lagi sekaligus membongkar jaringan sindikat.
6. Raid Planning Execution ( Rencana Pelaksanaan Penggerebekan )
Raid Planning Execution ini dapat dikatakan sebagai upaya
penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam
melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan
kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan
demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan . Tetapi
apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka
kemungkinan besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan
memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan
miliknya. Pengertian tertangkap tangan menurut pasal 1 angka 19 KUHP
disebutkan:

Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak
pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu
dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai
sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian
padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk
melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah
pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu.8

Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung maka
memang sebaiknya dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan .
Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1

angka 19 KUHP ditemukan benda atau barang bukti milik pelaku yang

digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba.

8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Op Cit, Hal. 6
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Bagan Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

Informasi
Observasi
Surveillance
Penyidikan Undercover Agent —
Undercover Buy
Controlled Delivery
B.A.P Raid Planning Execution —

Penyerahan B.A.P kepada Penuntut umum

Pada bagan mengenai penyidikan tindak pidana narkoba diketahui
adanya tindak pidana narkoba melalui informasi. Informasi yang didapat
ini dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, untuk menentukan
dapat atau tidaknya diadakan penyidikan. Teknik- teknik dalam
penyidikan itu melalui teknik-teknik: observasi, surveillance, undercover
agent, undercover buy, dan controll delivery. Teknik-teknik yang
digunakan ini disesuaikan dengan kondisi yang didasarkan atas informasi
dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba. Dari hasil
yang diperoleh dari teknik-teknik tersebut di atas maka diadakan Raid
Planning Execution untuk menciptakan kondisi tertangkap tangan saat
transaksi narkoba. Dengan bukti-bukti serta kesaksian dari tersangka
maupun saksi digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap dan memenuhi syarat -syarat
diserahkan kepada penuntut umum.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 KUHP POLRI memiliki

peranan yang sangat penting dalam melakukan penyidikan. Namun secara
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operasional didalam melakukan kasus-kasus tindak pidana narkoba POLRI
selaku penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan murni mandiri.
POLRI selaku penyidik perlu bekerjasama dan koordinasi dengan seksi-
seksi yang ada ditubuh POLRI sendiri dan Instansi-Instansi terkait lainnya
agar kasus-kasus tindak pidana narkoba, dapat dengan secepatnya
dituntaskan dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba POLRI
mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi Kejaksaan,
Kehakiman, Laboratorium Kriminal, Imigrasi.

Koordinasi yang dilakukan atara POLRI selaku penyidik, Jaksa selaku
penuntut umum dan Hakim dalam Upaya Penegakan hukum dapat
dikatakan erat sekali. Dalam hal ini Suwanto mengemukakan bahwa "
Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan criminal justice system atau dalam
bahasa instansi final yang menangani perkara, Polisi berusaha untuk
mengumpulkan fakta hingga terungkap perkara pidana, kemudian
dilanjutkan ke Penuntut Umum guna pembuatan surat dakwaan yang
nantinya diajukan ke Hakim dalam persidangan".® Dari apa yang
diungkapkan oleh Suwanto dapat diketahui bahwa ketiga lembaga inilah
yang melakukan upaya Penegakan hukum dalam suatu Sistem peradilan
pidana sehingga antara satu lembaga dan lembaga lain saling menunjang.
C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam

Melaksanakan Tugasnya.
Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba banyak

hambatan-hambatan yang ditemui POLRI selaku penyidik untuk

9 Wawancara dengan Kepala Unit Narkoba Polres Pamekasan,tanggal 13 Juni 2022
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mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkoba. Hambatan-hambatan
itu meliputi:
1.  Personil.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba
hambatan dari segi personil yang ada di Polres Yogyakarta
merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang
diperoleh. Diungkapkan oleh Suwanto mengenai kurangnya
pendidikan khusus narkoba yang diterima oleh penyidik dalam hal
ini unit narkoba di Polres Pamekasan:

Dalam penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal
pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus
narkoba.10

Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri
bekerjasama dengan Departemen Pertahanan Dan Keamanan
maupun dari pihak luar negeri. Kedua lembaga inilah yang sering
bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan
khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat
terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama. Dengan demikian
kesempatan-kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini
sangat terbatas. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan
penyidik tindak pidana narkoba dapat meningkatkan kemampuan
mengenai kasus-kasus narkoba.

2.  Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkoba.
Narkoba sebagai bahan yang harus selalu mendapat

pengawasan karena sifat berbahaya , narkoba harus dapat diketahui

10 Wawancara dengan Kepala Unit Narkoba Polres Pamekasan,tanggal 13 Juni 2022
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ciri-cirinya oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui adanya
ciri-ciri dari tanaman narkotika guna mencegah dilakukannya tindak
pidana narkoba.

Pasal 31 Undang-Undang No. 9 tahun 1976 memberikan suatu
premi bagi penyidik yang berhasil mengungkapkan atau membongkar
tindak pidana narkoba yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal ini
dimaksudkan untuk memberikan gairah bagi berhasilnya penyidikan
tindak pidana narkoba yang sangat tertutup dan pelik masalahnya. Tetapi
pemberian premi ini belum terlaksana dikarenakan Peraturan Pemerintah
yang mengatur hal tersebut belum ada.

Upaya-upaya yang dilakukan POLRI dalam memecahkan hambatan-
hambatan dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Tindak pidana
Narkoba sebagai tindak pidana yang tidak hanya membahayakan
pelakunya tetapi juga bangsa dan negara haruslah dapat dilakukan
pencegahan . POLRI sebagai aparat penegak hukum tidak terlepas dari
hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana narkoba . Untuk
itu diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan penyidikan
tindak pidana narkoba seperti dalam uraian sebelumnya :

1. Latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan
pendidikan khusus mengenai penyidikan narkoba.
2. Penyuluhan yang dilakukan POLRI sebagai upaya penaggulangan

preventif tindak pidana narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Dengan adanya Penyidik POLRI upaya penyidikan terhadap pelaku
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tindak pidana Narkoba dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan
dengan hasil memuaskan. Hal ini karena instrumen yang ada di
dalam Polres Pamekasan bekerjasama dalam menuntaskan kasus-
kasus tindak pidana narkoba yang terjadi.

Dengan keberadaan UU/10 : 22 tahun 1997 tentang narkoba dan UU
No : 5 Tahun 1997 tentang psikotropika diharapkan agar para pelaku
tindak pidana narkoba semakin jera, karena sanksi yang diatur di
dalamnya mengatur tegas tentang kejahatan-kejahatan narkotika
dan psikotropika.

Perjalanannya proses penyidikan perkara tindak pidana narkoba
serta keberhasilan penyidik dapat membersihkan seseorang benar-
benar melakukan tindak pidana narkoba, dapat kita lihat dari tabel 1,
ini karena ditunjang oleh kebersamaan para anggota penyidik POLRI
serta fasilitas-fasilitas penunjang terlaksananya penyidikan suatu
kasus.

Diharapkan berlanjutnya Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan
penyidik POLRI kepada ke Kejaksaan dapat segera diselesaikan
sesuai prosedur dan bisa diserahkan ke Pengadilan.

Kekuatan pembuktian dari alat bukti serta adanya pemeriksaan
laboratorium kriminal (tes urine) , maupun barang bukti , cukup

menguatkan keyakinan Hakim.
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